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Abstract
E-government which can be broadly defined as the utilization of information and
communication technology and the internet which has the ability to transform relations with
citizens, business people and other government institutions. The development of Information
and Communication Technology (ICT) is currently very rapid and of course it must be
addressed positively to increase community participation in realizing the principles of good
governance (Good Governance). This study uses a qualitative research method with a
descriptive approach. Sources of data in this study are observation, literature, articles,
journals, scientific research and sites on the internet. The Ministry of Home Affairs has a public
service unit, one of which is the Directorate General of Population & Civil Registration, of
course it is required to provide optimal service to the community. The implementation of e-
government, related to service and dissemination of public information at the Ministry,
especially at the Directorate General of Population and Civil Registration is already good and
in the medium category, and still needs to be repaired and improved. The Ministry of Home
Affairs in implementing e-government fulfills the first stage, namely information publishing and
the two "official" two-way transactions based on the Deloitte & Touche framework and from
the Government to Citizen (G2C) sector are included in the category, namely e-governance, e-
service, and e-knowledge.
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Abstrak
E-goverment yang secara luas dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi infomasi dan
komunikasi dan internet yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan
dengan warga negara, para pebisnis, dan lembaga pemerintah yang lain. Perkembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat pesat dan tentunya harus disikapi
dengan positif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan prinsip tata
kelola kepemerintahan yang baik (Good Governace). Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini
adalah adalah observasi, literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah serta situs di internet.
Kementerian Dalam Negeri mempunyai unit layanan publik salah satunya yaitu Direktorat
Jenderal Kependudukan&Pencatatan Sipil  tentunya dituntut untuk memberikan layanan yang
optimal kepada masyarakat. Implementasi e-government, terkait pelayanan dan penyebaran
informasi publik di Kementerian khusunya di Ditjen Dukcapil sudah baik dan dalam kategori
sedang, dan masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan. Kementerian Dalam Negeri
dalam pelaksanaan e-government memenuhi tahap pertama yaitu information publishing dan
kedua “official” two-way transactions berdasarkan kerangka Deloitte & Touche dan dari sektor
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Governtment to Citizen (G2C) masuk dalam kategori yaitu e-governance, e-service, and e-
knowledge.

Kata Kunci: E-Goverment, Layanan Publik, TIK.

PENDAHULUAN

Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan mengoptimalkan

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Menggunakan teknologi informasi (TI) di

negara berkembang semakin meningkat cepat memenuhi berbagai kebutuhan. Penggunaan

peralatan berteknologi tinggi komputer jaringan dirancang sejak masuk. Pada tahun 2000,

ketika komputer digunakan semakin banyak sama. Pemerintah semakin menunjukkan

meningkatkan permintaan.

Pemanfaatan teknologi informasi membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efisien

melayani kebutuhan masyarakat.  Teknologi Informasi dan Komunikasi, Payung istilah

besar yang mencakup keseluruhan Peralatan Teknologi Pengolahan Kirim informasi. TIK

mencakup dua Teknologi dan Teknologi Informasi menyampaikan. teknologi informasi

termasuk dalam segala hal yang berkaitan dengan proses, digunakan sebagai alat,

dimanipulasi, dan manajemen informasi. Namun teknologi komunikasi adalah segalanya

berkaitan dengan penggunaan alat membantu pemrosesan dan transfer data dari satu

perangkat ke perangkat lainnya.

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

kepentingan masyarakat. Tentu saja, di dunia yang mengglobal ini, kemajuan teknologi

diperlukan dan dimanfaatkan di segala bidang. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh

teknologi informasi adalah layanan yang disediakan pemerintah kepada publik. Hingga saat

ini, sistem manajemen pemerintahan merupakan hierarki kekuasaan dan departemen

komando yang sempit dan panjang. Untuk memenuhi kebutuhan sosial yang semakin

beragam di masa depan, perlu dikembangkan sistem manajemen modern, penataan jaringan,

mempersingkat waktu pengambilan keputusan, dan memperluas rentang kendali. Oleh

karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik good

governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

atau yang populer disebut E-Government.
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Pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi antara lembaga tinggi

nasional,pemerintah pusat/daerah, dan masyarakat luas untuk sistem manajemen atau

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan efektif. Meningkatkan

kepercayaan masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan pengendalian

kependudukan. Untuk mendukung berbagai penyelenggaraan pendaftaran kependudukan

sesuai standar yang dipersyaratkan, pemerintah telah merumuskan kebijakan baru. Ialah

dengan mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Elektronik Government.

Penerapan E-Government adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pembuatan rencana strategis

pengembangan e-government, pemerintah menjadi peran sebagai penyedia e-government.

Strategi pengembangan e-government, dalam hal ini Instruksi Presiden memberikan arahan

untuk penyempurnaan rencana strategis e-government bagi semua instansi dalam konteks

keadaan masing-masing.

E-gov yang secara luas dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi infomasi

dan komunikasi dan internet yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi

hubungan dengan warga negara, para pebisnis, dan lembaga pemerintah yang lain.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan menyampaikan semua aspek pelayanan

pemerintah untuk kepentingan masyarakat, pebisnis, karyawan dan pemangku kepentingan

yang lainmemberikan layanan kepada warga dengan lebih baik, kepada dunia bisnis dan

industri, pemberdayaan warga melalui akses informasi, seperti diungkapkan oleh Bank

Dunia :”E-Government refers to the use by government agencies of information technologies

(such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to

transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These

technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to

citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through

access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can

be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or

cost reductions.”

Indrajit (2004) menberikan definisi tentang e-government sebagai sebuah

mekanisme baru dalam interkasi era modern saat ini antara pemerintah sebagai pemberi

layanan dengan masyarakat dan para stakeholder yang terlibat; Perkembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat pesat dan tentunya harus disikapi dengan
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positif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan prinsip tata kelola

kepemerintahan yang baik (Good Governace). Kemajuan teknologi diharapkan menjadi

jawaban suatu terhadap kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat. Teknologi internet

yang kini sudah harus dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan data yang dirilis oleh eMarketer jumlah pengguna internet Indonesia

menduduki peringkat ke-5 terbesar di dunia. Pada 2017, eMarketer memperkirakan netter

Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang

pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban. Tahun 2019, berdasarkan data dari

Internet World Stats, Indonesia masuk ke 5 besar. Internet World Stats sendiri baru merilis

data terbaru untuk jumlah populasi netizen terbanyak di bulan Maret. Indonesia ada di posisi

ke-5 dengan total pengguna internet sebanyak 143,260,000 orang. Artinya pertumbuhan

pengguna internet di Indonesia meningkat 7,063% dari tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia diproyeksikan bakal

mencapai 3 miliar orang pada 2015. Pada 2019, diperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia

di bumi bakal mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan. Seperti terlihat dalam

tabel 1 di atas. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar

dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta media sosial sebagai media

untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat, khususnya bagi pemerintah  untuk

berinteraksi dengan masyarakat dan juga untuk meningkatkan pelayanan publik.

Untuk mendukung dan memfasilitasi pelayanan publik yang mudah, murah, cepat

dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik Ditjen Dukcapil Kemendagri telah berinisiatif melakukan pengembangan
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sistem e-government dan sebuah sistem informasi manajemen untuk mendukung

pelaksanaan tugas koordinasi serta pemberian dukungan administrasi di lingkungan Ditjen

Dukcapil Kemendagri dan membangun pengelolaan dukungan layanan Teknologi Informasi

(TI) melalui web e-office salah satunya yang sudah ada sejak tahun 2019. Pengembangan e-

office tersebut merupakan kerangka dasar pelaksanaan e-government di lingkungan Ditjen

Dukcapil Kemendagri.

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, e-Government

ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan

informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan.

Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah melaksanakan, mengembangkan dan memanfaatkan

teknologi informasi di dalam pelayanan kepada masyarakat. sebagai kementerian yang

memberikan pelayanan kepada masyarakat, Ditjen Dukcapil Kemendagri berupaya untuk

memberikan layanan yang cepat, tepat, murah, transparan dan akuntabel dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat dapat mengakses layanan publik

maupun berinteraksi melalui situs-situs yang ada yaitu: Satu Data Pemerintah Kementerian

Dalam Negeri atau pada web Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui situs

berikut: https://e-database.kemendagri.go.id/organisation dan https://www.kemendagri.go.id/

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis mencoba untuk melihat

bagaimana teknologi informasi mempengaruhi arus berita dan informasi, interaksi antara

audiens, sosial media dan berita, mengetahui bagaimana informasi teknologi (internet)

mempengaruhi masyarakat pengguna layanan publik khususnya pelayanan publik yang ada

di Ditjen Dukcapil Kemendagri.

KERANGKA PEMIKIRAN

Berhasilnya suatu organisasi dapat dilihat apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik

atau tidak, penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan atau sebaliknya dan

sebagainya. Terdapat banyak kriteria-kriteria ataupun indikator yang dapat digunakan untuk

mengukur kinerja tersebut. Dan suksesnya pengembangan e-government bergantung kepada

sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen sukses. Elemen-elemen sukses tersebut

merupakan hasil kajian dan riset oleh Harvard JFK School of government meliputi Support

(Dukungan), Capacity (Kemampuan) ,dan Value (Nilai), Indrajit (dalam Sadikin 2011). Ketiga

elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
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1. Dukungan/Support Kata support adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan

adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will (keinginan

politis) untuk mengembangkan e-government, karena hal ini akan menyangkut seluruh

proses dari e-government. Tanpa adanya unsur political will, mustahil berbagai inisiatif

pembangunan dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan mulus.

2. Kemampuan/Capacity adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari

pemerintahan setempat dalam mewujudkan e-government.

3. Nilai/Value, Elemen pertama dan kedua diatas merupakan dua buah aspek yang dilihat

dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (sisi penyedia-supply side). Pelaksanaan

e-government tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang diuntungkan.

Perpaduan antara ketiga elemen diatas akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf jaringan

e-government) yang akan menjadikan kunci sukses penjamin keberhasilan penerapan e-

government.

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti maka dapat digunakan

teori indrajit yang penulis ringkas ,yaitu:

(Table Kerangka Berpikir)

Pelayanan publik melalui penerapan
electronic government

keberhasilan
penerapan e-government pada
Ditjen Dukcapil Kemendagri

Untuk memudahkan dalam memahami
permasalahan yang diteliti maka dapat
digunakan teori indrajit yang penulis
ringkas ,yaitu:
1.support
2.capacity
3.value
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur merupakan metode yang

dilakukan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat dan membaca, serta mengelolah

bahan penelitian dari penelitian sebelumnya. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data yang

Diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk

memberikan gambaran dan penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis model data

interaktif dari Miles Huberman dan Saldana, dimulai dari proses pengumpulan data,

penyederhanaan, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang relevan produk yang

disiapkan secara elektronik dengan penyedia informasi, layanan informasi atau pemerintah,

terlepas dari lokasi dan waktu, memberikan nilai tambah bagi partisipasi semua kelompok.

Dengan mengacu pada Inpres No. 3 Tahun 2003, e-Government yang telah diterapkan di Ditjen

Dukcapil Kemendagri lahirlah kebijakan/inovasi ini untuk mengembangkan sistem pelayanan

yang handal dan terpercaya. Penerapan E-government dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik pada Ditjen Dukcapil Kemendagri dapat digunakan Indikatornya adalah sebagai berikut:

dukungan kementerian, kapasitas Nilai instansi pemerintah yang menerapkan e-government

yaitu manfaat penerapan e-government, yaitu apakah dapat memberikan manfaat setelah

menerapkan e-government.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan dan pengembangan e-

government yaitu kelembagaan, infrastruktur dan sumberdaya manusia agar mampu

mendukung pemanfaatan e-government. Melalui pengembangan e-government dilakukan

penataan sistem manajemen dan proses kerja khususnya di Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan

mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut para ahli ada 3 (tiga) sektor

dari e-government19 yaitu: G2C (Governmet to Citizen), yaitu mempermudah interaksi dengan

warga/masyarakat dengan lembaga pemerintah untuk segala sesuatu dari mendapatkan surat

nikah hingga pembayaran pajak. G2B (Government to Business), membantu memfasilitasi

aktivitas seperti procurement, perizinan, dan aktivitas lainnya yang membantu memfasilitasi

bisnis- yang berbasis pertumbuhan ekonomi dan G2G (Government to Government) yaitu
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berfungsi mendukung pelaksanaan antar pemerintah/lembaga dan saling tukar menukar data

dan informasi.

Dukungan (Support)

Melalui e-government masyarakat dapat semakin mudah berinteraksi dengan

pemerintah, yang dapat menciptakan mekanisme kebijakan dan pelayanan publik

yang terbuka dan demokratis. Kebijakan tersebut dapat disederhanakan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Secara Daring.

Pemberian pelayanan di Ditjen Dukcapil Kemendagri dapat terlihat dari disdukcapil yang

ada di daerah yang melakukan pelayanan, alur-alur yang harus dilalui masyarakat. Masyarakat

yang tidak bisa datang untuk mendapatkan pelayanan kependudukan bisa hanya melakukan

pendaftaran melalui aplikasi/web yang disediakan di disdukcapil tidak perlu membawa berkas

yang dibutuhkan dan mengantri panjang untuk kemudian diserahkan diloket yang tersedia.

Dengan adanya konsep pelayanan e-office masyarakat tidak perlu lama untuk mengantri agar

mendapatkan KK/Akta Kematian karena saat ini system sudah menggunakan online, termasuk

tanda tangan sudah menggunakan elektronik atau TTE, guna mengurangi kertas/paperless dan

mengurangi adanya kehilangan berkas secara fisik,karena jika memiliki softfile kapan saja bisa

di cetak dan ditunjukan. Hal ini menandakan kejelasan SOP/Peraturan Pemerintah dan prosedur

pelayanan dapat dengan mudah dilaksanakan dan dipahami baik oleh pagawai di kecamatan

maupun masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Kemampuan (Capacity)

Keberhasilan suatu pelaksanaan penerapan tidak bisa lepas dari adanya

capacity, yakni sumber daya manusia, dan sumber daya peralatan yang dapat mendukung

proses kelancaran suatu pelaksanaan program. Pertama, pegawai atau staf, sumber daya

manusia memegang peranan penting dalam penerapan konsep e-government di Ditjen Dukcapil

Kemendagri dan. Pegawai bermasalah merujuk pada pegawai yang dapat berinteraksi dan

berkomunikasi dengan baik dengan pegawai disdukcapil daerah dan masyarakat, serta dapat

melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan benar. Situasi SDM di Ditjen Dukcapil sudah

siap untuk bekerja dengan teknologi ini, namun setiap karyawan memiliki kemampuan yang

berbeda dan faktor usia yang membuat menjadi sulit dalam menggunakan sistem yang serba
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online. Faktor pendukung lainnya adalah sumber daya peralatan. Sesuatu Proses kebijakan tidak

dapat berfungsi tanpa alat yang tersedia. Dilihat dari faktor penentu keberhasilan implementasi

e-government yang ada, kita dapat menganalisis dampak sumber daya manusia dan sumber

daya peralatan terhadap proses kebijakan.

Nilai (Value)

Suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan tanpa nilai atau kuantitas manfaat dapatkan.

Dengan diterapkannya e-government tentunya akan memberikan kemudahan manfaat yang

akan diperoleh oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan dan oleh pejabat sebagai

pelaksana. Hakikat keberadaan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada warga

negara. Dalam hal ini, pelayanan tidak hanya tentang kuantitas tetapi juga tentang kualitas yang

diberikan.

Salah satu manfaat sistem online adalah terwujudnya efisiensi dan efektifitas

dalam pelayanan publik. Ketersediaan pelayanan dengan sistem online di

Ditjen Dukcapil Kemendagri telah berjalan sejak tahun 2014, oleh Sekretaris Jenderal

Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, didampingi Kepala Pusat Data Informasi

Komunikasi dan Telekomunikasi Kementerian Dalam Negeri, A.S. Tavipiyono, meracang

operasionalisasi perkantoran elektronik (e-office) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pencanangan e-office tersebut dilaksanakan pada saat Sekretaris Jenderal membuka bimbingan

teknis aplikasi perkantoran elektronik (e-office) bagi pejabat dan staf di lingkungan

Kemendagri. Ketersediaan website kemendagri memiliki manfaat penting sebagai sarana

penyebaran informasi, sebagai fungsi sosialisasi kebijakan, penghubung interaksi antara ditjen

dukcapil dan disdukcapil daerah dan dengan masyarakat.

Dampak Penerapan E-Government

Dampak penerapan e-government terhadap kualitas pelayanan publik pada Ditjen

Dukcapil Kemendagri sudah ada nilai tambah namun belum berjalan secara

maksimal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Ditjen Dukcapil hanya mengandalkan pegawai asn dan yang mengerti saja, sedangkan tidak

sedikit pns yang belum mengerti penggunaan sistem online ini salah satunya karna sudah

berumur sehingga pegawai enggan untuk mempelajari system yang serba online ini, yang

seharusnya semya pegawai bisa dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki.
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Perlunya sosialisasi ini tentu akan menambah wawasan bagi para pegawai. Atapun

dengan diadakannya pelatihan yang diberikan oleh setiap direktorat kepada pegawai di setiap

kantor direktorat yang ada di kementerian dalam negeri dan pada pegawai untuk mendapatkan

pelatihan tentang pemerintahan berbasis elektronik. Namun selama ini permasalahan yang

terjadi adalah, jika salah satu pegawai tidak hadir maka akan di back up oleh pegawai lainnya,

dimana petugas yang menggantikan tersebut juga memiliki tugasnya sendiri. Hal ini akan

berakibat adanya penumpukan pekerjaan sehingga akan menjadi tidak efisien.

Selain itu ada juga Faktor Penghambat Penerapan E-Government yaitu, Selama

implementasi e-government, beberapa kendala membuat layanan tidak maksimal. Permintaan

masyarakat yang terus meningkat terhadap layanan ini perlu diimbangi dengan pelayanan yang

maksimal dan cepat. Dalam R. Eko Indrajit (2002:35), ketersediaan sumber daya manusia

dengan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan memungkinkan penerapan e-government

disesuaikan dengan prinsip manfaat yang diharapkan. Selain SDM, fasilitas penunjang seperti

komputer dan printer masih kurang, jaringan tidak stabil, server aplikasi yang kurang

memadai/kurang besar dan seringnya down pada web/aplikasi tersebut karena sistem banyak

yang menggunakan sehingga tidak kuat dan mengakibatkan down. memaksa sebagian pegawai

mengulang proses dari awal,dan menunggu yang membuat menjadi kurang efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dikemukakan berdasarkan tujuan penelitian dan fokus

penelitian yang ada menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam meningkatkan

kualitas pelayanan publik pada Ditjen Dukcapil Kemendagri dilihat dari indikator-indikator

sebagai berikut:

a) Pada indikator support menunjukkan bahwa kebijakan e-government telah

jelas dan dipahami oleh sebagian pegawai ditjen dukcapil kemendagri. Pemberian

pelayanan di Ditjen Dukcapil Kemendagri dapat terlihat dari disdukcapil yang ada di

daerah yang melakukan pelayanan, alur-alur yang harus dilalui masyarakat untuk

melakukan pencatatan kependudukan bisa secara online dari mana pun dan kapan pun.

b) Indikator Capacity atau sumber daya di Kecamatan Sambutan dapat

diketahui bahwa sumber daya manusia di Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah mampu

melaksanakan tugasnya degan baik, namun hal ini belum diimbangi dengan sosialisasi

dari pihak Direktorat terhadap Disdukcapil sehingga dari pihak disdukcapil tidak dapat
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melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena kemampuan dari aparatur yang ada di

Direktorat masih terbatas.

c) Lalu adapun indikator value atau manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai

penerima layanan dan petugas sebagai pelaksana dapat ditunjukan bahwa peranan

fungsi website masih terbatas yang ditandai oleh kurangnya fungsi sarana

pengaduan/pertanyaan, fungsi sosialisasi kebijakan dan penghubung interaksi antara

kementerian dalam negeri dengan masyarakat yang menyebabkan keterbukaan

informasi pelayanan sebagian masih bersifat offline, namun nilai manfaat yang didapat

dengan adanya pengelolaan informasi yang  terhubung secara online atau e-government

yakni, hemat biaya, waktu dan tenaga sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan

publik Ditjen Dukcapil Kemendagri. Didalam proses pelaksanaan penerapan e-

government pada Ditjen Dukcapil terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu,

terbatasnya sumber daya yang dimiliki, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat,

miskomunikasi antara pimpinan dan pegawai.

d) Dampak penerapan e-government terhadap kualitas pelayanan publik adalah sudah

terjadi perubahan terhadap kualitas pelayanan publik, yakni sudah diterapkan e-

government pada ditjen dukcapil namun belum berjalan secara maksimal karena masih

banyaknya kekurangan dalam penerapan e-government seperti dukungan dari

kementerian pusat masih kurang contohnya seperti kurangnya sosialisasi dari

pemerintah tentang penerapan e-government sarana prasarana komputer, ATK, dan lain

sebagainya. Keterbatasan pegawai yang ada di ditjen dukcapil, Pemahaman pegawai

yang masih kurang tentang penerapan e-goverment

Disarankan agar pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan komunikasi antar instansi

pemerintah yang ada di disdukcapil daerah karena perlunya sosialisasi kepada aparatur

disdukcapil dalam hal website sehingga pihak disdukcapil/ditjen dukcapil dapat

mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penerapan electronic government. Dukungan dari

Pemerintah pusat seperti ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai berupa

pengadaan barang agar dapat memudahkan aparatur ditjen dukcapil dalam menerapkan e-

government. Lalu Sebaiknya dari pihak kementerian/pemerintahan pusat membuatkan server

jaringan baru yang lebih kuat&besar agar sesuai dengan pelayanan yang ada&sesuai dengan

kebutuhan masyarakat
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